
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Buku-buku 

A, Muhkhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 

2005. 

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2012. 

Bejo, Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan 

Administrarif dan Operasional, Jakarta, Bumi Aksara. 2005. 

Bhenyamin Hoessain. Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan 

Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, Departemen Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Indonesia, Jakarta, 2009. 

Busrizalti, H.M, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total 

Media, Yogyakarta, 2013. 

Effendi, A’an, dkk, Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. 

Effendi, A’an dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2017. 

H. Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Hukum Pada 

Penelitian Disertasi Dan Tesis, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 

2004. 

H.A.W, Wijaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan 

Utuh, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009. 



 

 

Hambali, Ilmu Administrasi Birokrasi Publik, Yayasan Kodama, 

Yogyakarta, 2015. 

Irfan, Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, 

Bina Aksara, 2003. 

Karim, Abdul Gaffar, Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia, 

Yogyakarta: Pustaka Relajar. 2003. 

Kaloh, J, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta, Rineka Cipta, 2007. 

Kansil, C.S.T, dkk, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum 

Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. 

________________, Sitem Pemerintahan Indonesia, PT Bumi Aksara, 

Jakarta, 2011. 

Koentjoro, Diana Halim, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 2004. 

Khairudin, Akhmad, Fenomena Keadilan dalam Otonomi Daerah dalam 

Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia, 

Yayasan Obor. Jakarta, 2010. 

Laica Marzuki, Berjalan-jalan Di Ranah Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 

2005. 

Lukman, Santoso, Hukum Pemerintahan Daerah, Mengurai Problematika 

Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2015. 

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori 

dan Praktik, Rajawali Pers, Depok, 2018. 



 

 

Moekijat,  Administrasi Kepegawaian Negara, Mandar Maju, Bandung, 

1991. 

Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, PT. Bumi 

Aksara, 2006. 

Muh, Kadarisman, Manajemen Aparatur Sipil Negara, Depok, Rajawali 

Pers, 2018. 

Mahfud, MD, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2010.  

Moenta, Andi Pangerang, dkk, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, 

Depok, Rajawali Pers, 2018. 

Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 

2009. 

____________, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, UII Press. 

Yogyakarta, 2010. 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011. 

Ridwan, HR, Hukum Adminitrasi Negara, cetakan ke-7, PT. Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, 2011. 

Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara 

Dan Kebijakan Layanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014. 

Otje, Salman, Teori Hukum: mengingat, mengumpulakn dan membuka 

kembali, Rafika Aditama, Jakarta,2004. 

Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 2002. 



 

 

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 

2005. 

Sadu Wastiono, dkk., Memahami Asas Tugas Pembantuan, Fokus Media. 

Bandung, 2006. 

Suko Wiyono, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia 

(Pembentukan Perda Partisipatif, Faza Media, Jakarta, 2006. 

Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 

Jakarta, 2008. 

Sobri, dkk., Pengelolaan Pendidikan, Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009. 

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori 

dan Praktik, Rajawali Pers, Depok, 2018. 

Warpani,  Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung, Penerbit 

ITB. 2002. 

  

2. Wawancara 

Wawancara dengan Imam Juremi, Koordinator Tim Pelimpahan P3D, Pada 

Hari Selasa, 5 November 2019. 

Wawancara dengan Didi K. Sukma, Koordinator Tim Pelimpahan P3D, 

Pada Hari Kamis, 24 Oktober 2019. 

 

3. Peraturan Perudang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah 

perubahan). 



 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Terminal 

 

4. Jurnal 

  Adhayanto, Oksep, Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Terhadap Peraturan aerah  Di Kabupaten Bintan Tahun 2015 

(Studi Peralihan Kewenangan Dibidang Kelautan dan 

Pertambangan). Jurnal Selat, Volume 2, Nomor 2, Edisi 4. 

Siti Romlah, Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016, Jom Fisip Vol. 5 

No. 1 – April 2018 

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 

Pusat Bahasa. 

Kamus Bahasa Indonesia.Org. 

 

 



 

 

5. Website 

https://news.detik.com/berita/d-3242234/menteri-jonan-pastikan-terminal-

tipe-a-akan-dikelola-pemerintah-pusat. 

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=5207 

http://beritatrans.com/2015/11/17/terminal-tipe-akan-kembali-dikelola-

pemerintah-pusat/ 

https://news.detik.com/berita/d-3242234/menteri-jonan-pastikan-terminal-tipe-a-akan-dikelola-pemerintah-pusat
https://news.detik.com/berita/d-3242234/menteri-jonan-pastikan-terminal-tipe-a-akan-dikelola-pemerintah-pusat
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=5207

